PERATURAN DAFRAT KABUPATEN BANGL
w . '
e : NONMOR 7 FAHIUN 2010
-
TTENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASIDAN OLAH RAGA
DENGAN RATHNANT TUHAN VANG M ATLA 1ESA
BUPANTT BANGILLL,
ac - bahwa kegratan vekreast dan elab mga nerunalan suata kepiatan dadaon
rangka menjaga dinomengolah keschatm menel dan stk sehingga
penyediaan tempat rekreast dan olahrga vang memadat pertu didukung,
oleh semua pihak;
b. Dbahwa retribust dacrah adalah kewenangan dacrab dan merupakan salah
v satu sumber pendapatan asli dacrah vang dapar dipergunakan untuk
o mendukang kelancaran pervelengavian pemerinthio dacrah;
= ' { H ' 1
¢ bahwa retribusi tempat rekreast dan olah rgavang direrpkan despan
Peraturan Dacrah Kabuparen Dacrah Tisglos L Bangh Namor 03 Fahun
1999, telah tdak sesual dengan kebuiuhan hukum mastarakat s ind
schingga perlu ditinjau kembali;
TWH)
d.  babwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud dalam hurul a,
huaruf b dan huraf ¢, perlu membentoh Peratran Dacrah rentang,
¢ Retribust Tempar Rekreeasi dan Olah Raos
el 1 Undang: Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang, Pembernalan el
daerah Fingkat 1H dadam Wilavah Daveah daerah Tioghar 1 Bali, Nusa
Tenggara Barar, dan Nusa Tenggara Tiuar (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 1958 -Nomor 122, Tambaban emi N
Republik Tndonesin: Nomaor 1655);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 20040 tentang Pembentukan Perataran
Perundang: undangan (Lembaran Neparn Republih indonesia Tihan 20t
. Nomor 53 Fumbahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor
4389);
. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2000 ientang Pemerintahan Dacenh
(Lerabaran Negars Republik Indonesia Tahun 20640 Noor R
Tambahan  Lembaran Negara Republih Indonesia Nomor #10))

sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Uindany
Nomor 12 Tahun 2008 temang Perubahan Kedoa Aias Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2000 teniang Pemcernniduin Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesu Tahun 2008 Nomor 2%, Fatabaluoy Lembaran Newgant
Republik Indonesia Norior [1844):




4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(T.embaran Negara Republik  Indonesia Tahon 2009 Nomor 11,
Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 49606);

5. Undang Undang Nomor 28 "Tahun 2009 tentang Payak Dacrah dan
Retribust l).lu.lh (Lembaran Negara Repablik Indonesia ‘Tahan 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049,

»
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan
I\cp'm\ku'vm (llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 101, Tambahan | ,,.u.nl).u-,m Negara Republik Indonesia Nomor
.)().‘ b), :
Dengan Persetujuan Bersama
& DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGII
dan
BUPATT BANGIL
AMENMUTUSKAN
Menegapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSE  TEMPAY
. REKREASI DAN OLAH RAGA.
BAB I
-
NETPENTUAN UMUNM
Pasal |
Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan ¢
A 1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
¥ 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah K thupaien Bangl,

3. Bupati adalah Bupati Bangli.

4. Badan adalah sckumpulan orang  dan/aaa muodal vang  merupakan
kesatuan, baik vang melakukan ll\,lhl vang meliputt perseroan terbaras,
perseroan  komanditer, perscroan lainnva, badan usaha milik dacrah
(BUNMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, d(m‘l pensiun, persckutuan, pcx]\umpuhn vavasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi ]’llﬂﬂ\'l |L|11I)l§l dan
benwk badan lainnva rermasuk kontrak m\ estast kolehit dan henok
usaha tet’\p

. 5. Retribusi jasa usaha adalab retribusi atas Jasa vang disediakan oleh
- 0 . . . * . .
pemerintah - dacrah dengan menganu prinsip prinsip komersial harena
- pada dasarnya dapar pula disedinkan oleh sektor swasta,
. 6. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga vang selanjuina disingkat retribusi

adalah pembavaran atas pelayvanan pcn_\uh.x,m tempat rekreast pariwisata
dan olah raga yang discdiakan, dimiliki, dan/atau dikelol oleh pemerintah
dacrah.

7. Wajib retribusi adalah orang pribadi waa badan vang menura peratursn
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribust, termasulk pemungat atau pemotony rertibusi tertentu,




8. Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempay rekreasi, pariwisata
dan olah raga )?azqg— (,“SC(.]I}[,I\’IIH, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah
daerah. ) ' ‘ : A

9. Surai Ketetapan Retribusi Dacral; Yang selanjuinyy disingkay SKRD,

adalah  surag ketetapan  retribyus; Mg menentukan hesarnyg jumlah
tetribusi pokolk retribusi vang terutang.,

o,
o

10. Pemeriksaan adalah seran rkaian kegiatan menghimpun Jan mengolah
: ) < ) oy [y [

data, keterangan, dan/atau bukg yang dilaksanakan seearg objektif dan

profesional herdasarkan suatu standar Pemeriksaan gyl tujuan Ly

: , dalam rangky melaksanakan kerenpugn peraturan perundang undangan
. : retribusi dacialy, .
- 1. Penvidikan tindak pidana d; bidang rerilygsi dacrah adalah serangkaian

tindakan yang  dilakukan oleh P(rn_\'idik wtuk  mencqar serta

mengumpulkan bk yang dengan bukii iy membuat rerang tindak pidana

di bidang retribysi yang terjadi serg menemukan tersangkanyy,

BAB 11 |
NANA, OBJIFEK DAN st BIEK RETRIBLCS
Pasal 2
Dengan namg reteihus l\cmpm. rekreasi dan Ol Faga dipungut retribusi

scbagﬂi pcmbn‘\izlm_rl atas pelayanan rempat rekreasi, Pariwisata, dan olal
raga yang di,s(,:di.:,tk:n,n, dimiliki, dan/atay dikelola olel Pemeringl Daerah,

Pasal 3

*
* (1) Objek retribuys adalaly pelayanan fempat eekreasi, partwisia,  (an
- (:)I:l,hr:n‘x;:x ving dis«dink:m, dimiliki, dan/Zarag dikeloly olely Pemeringaly
Dacrah,
(2) Dikecualikan dari ohjek retreibusi sehapaimang dimaksad pada ayar (1)
adalah pelavanan fempar rekreeasi, Parivisat, dan ol r vy
* discdi:lk:m, dimiliki, dan fatay dikelaly Glel pemerninah, 3 NN,
, BUMD, dan pihak swasiq.
Pasal 4
Subjek retribyugi adalah orang pribadi wau badan yang mengounakan/
menikmati pelayvanan di 1empar rekreasi, pariwisata dan olal raga vang
Ljiscdinkan, dimiliki, dan/atn dikelola oleh Pemerintalh Daemh,
BAB 111
GOLONGAN RETRIBUS]
s ‘
- . Pasal 5
-

Retribyusi tempat rekreasi dan olah raga digolongkan sehagai retribus jisa

usaha.




BAB IV .
CARA MEN (’?UI'\'[..”J'{ TINGKAT PENGGUNA \ \ JASA
Pasal 6
Tinglmt penggunaan jasa tempat rekreasi dan olah raga diukur l)anlusnrl\‘nn
~Atas pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah ragu.
BABV

PRINSIP YANG DIANLU DALAN PENISTAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIJ? RIEZIRIBUSI

Pasal 7

(1) Pr.insip dan sasaran dalam penetapan bus:lrn'\'n retrilusi s usaba didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan vang layak,

(2) Keuntungan yang layak - sehagaimang dimaksud pada ayat - (1) adaluh
keuntungan vang diperoleh apabila pelavanan jasa usalia rersebut dilakukan
< . oy l . I l B J
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIE R ETRIBLUSI
Pasal 8

Struktur bc;s;tm_va tarif retpibasi di(:empkan sehagai berikur

No [Objek ™~ “Subjek Retribusi | Golongan Tanf- |7 aif ]
1. Tempat Rekreasi | Tiket masuk “WNA dewasa 10.000
Be:s,ep.eda - WNA anak-anak 7.500
- WNI dewasa 5.000)
-WNT anak analk , 3.000
2. | Tompar
pariwisata
meliputi ; ‘ !
a. DTW Batur | a.7T tket masuk = WNA dewasa 10.000
SWNA anak anak 7.500
~\WNI dewasy 7.500)
WNI anak-anak 5.000
b. alat ‘ - bus 5.000)
transportasi - mikro bus, sedan, jeep
dan scjenisnya 2.000
- sepéda molqr 1.000




i

b, 1YW

Tranyan

T

Penglipuran

| d. DTW Kehen |

e DTW

" Penulisan

Tempat

Olahrea en

2. Lapangan
tenis

c. Perlengkapan
mendaki

A Tiket masuk

boalag

1ranspottasi

a. Tiket.masuk

b, alat A
Transporist

2. Tiket masuk

Iy, alat
LEANSPOLLast

a. Tiket masuk

b. alat
LrRNSPOLLas

4. Sewn

lapangan/jam

\\'"N.,--\Ad.c“"nsn

Sarungtangan, topt,
tongkat

WING dewasa
WNA anak anak

- \WNI dewasa
- WINT anak-anak

- bus
- mikro bus, sedan, jeep
dan sejenisnya
- sepeda motor

- WN N anak-anak

SWNT dewasa

CAWNT anak anak

hus

mikro bus, sedan, jeep
Cdan sejenisnva

sepedi motor

WNA dewasa
WINA anak anak

MWNT deswasa
WNT anak anak

- bus

mikro bus, sedan, jeep
dan scjenisnyva

sepeda motor

WANLN dewnsa
WNN anak anak

WNT deawasa
WNT anak anak

hus

mikro bus, sedan, jeep
din sejenisme

sepeda motor

AN dewansa
SWNA anak-anak

WNT dewasa
WINIT anak-anak

10.000

10.000)
7.500

7.500
5.000

5.000
2.000
1000
10.000
7.500

7,500
5.000

5.000
2.000
1.000

10L000

700

7.500)
S.000 1

5.000

2.000 !
1.000 |

10.000
7500

S0
5000

H.000

RNAIRIE A

IRIRE)

10.000

5.000

5.000
2.000




,/,/’.. T
,/[}
A'/l
’/,
,’/:
b. Kolam ~WNA dewasa 10.000
renang AVNA analk- anak 7.500
SAWNT dewasa 5.000)
SAUNT anak anak 2.000
. RPasal 9
y .
v (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- :
(2) Peninjauan warifl Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harpa dun
verkembangan perekonomian
1 «Q I
3) Penetapan tarif Ret;l:il)us,‘i'dit:et:zxpk;m dengan Peraturan Bupati
: BABVIT
WHLAY AL PENUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi dipungut di tempat sekeeasi, pariwisata dan olah raga vang disediakan,
. dimiliki, dan/aau dikelola oleh Pemerintah Dacrah.
e .
»
BAB NI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PENMBAYARAN
Pasal 11
(1) Pembayaran retribust vang teratang dilakukan dengan mata uang rapiah dan
wajiby dilunast sckaligus,
(2) Pembavaran rerribust dilakukan melalui hendabura dan discrorkan ke Kas
Dacrah sesuai dengan peraturan perundang undangan vang berlaku.
(3) Pembayaran reteibusi dapat ditunda berdasarkan pertimbangan objektif vang
dapat dipertanggungiawabkan,
An ) .
BABIX
*

TATA CARA PEMUNGLUTAN

" Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

R




L]

PENGURANGAN, K.

LEN

2) Retribusi dipungut dengan mengeunakan SKRD wau dokumen tain vang
dipersamakan. s

(3) Dokumen lain vang - dipersamakan sebagaimana dimaksud pada avar (2)
berupa kargis,

() l»’,cmungut:m retribusi dilakukan oleh petugas pungut yang dilclnpk:m olch
Bupati. ' '
BAB N
SANKST ADMINIS IR AN
Pasal 13

Dalam hal wajiby rewibusi tidak membayar tepat pada ws ahtunya atau kurang

membavar, dikenakan sanksi adminisirasi berupa denda paling tingai 2" idua

pelscmtus) setiap bulan dari retribusi yang terutang, atau l\ux,mw dibavar dan
ditagih dengan n'lt‘ﬂ(’”lln’llmlﬂ Nnm Fagthan Retribusi Daerab,

BADB NI
PENAGITIAN
Pasal 14
(B Penagihan rerribusi ving, terutang dapat dilakukan dengan muwvlu:lrl\':m suraf
FUEI, periogtan atau o surat lain VI SCJeTE sele l h 7 () hasi sejak

Jatuh tempo pembayvaran.,

2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh hart setelah tngeal surat weeuran, waiih
gt ¢ J
e llﬂ)\l\l harus melunasg ILIIII)H\IH\ 1vang terutany,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi surat tegurn ditctapkan oleh
Bupaii.

BAB NIL

RINGANAN DAN PEMBLEBASAN RETRIBUS

Pasal 15

(1) Bupati  dapat  memberikan pengurangan, Kermgnan - dan pembebasan

retribusi atas  permohonan atau tanpa adanya permohonan dar witjth
reteihusi.

(2) Ketentuan  Jebih lanjut  mengenal tia car pemberian pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi sehagaimana dlmllxxml pada avae (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.




(1

BADB XIHI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUST KEDATLUWARSA

)

0

()

@

3

Pasal 16

Hak untuk mcelakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaut jangka wakiu 3 (tiga) tahun terhitung sejak snar terutangnya

reeribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang
retribust.

Nedaluwarsa . penagihan retribusi - sebagaimana dimaksud pada avar (1)
tertangguh jika
a. ditetbitkan surar teguran; atau
b ada’ penagihan wang setribusi dari wajib retribusi haik langsung maupun
tidlak langsung,
<y <

Dalam hal direrbitkan surat teguran sehagaimana dimaksud pada avar ()
huruf a, kedaluwagsa penagihan dibitung sejak tanggal diterimanya surat

teguran tegsebat.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sehagaimana dimaksud pada ayva
(2) buruf b, dilakukan olch wajib retribusi dengan kesadarannva menvatakan
masih mempunval atang retribusi dan belum mclunasinva pada Pemeriniah
Dacrah.

Pengakuan utang, retribusi sceara tidak langsung sebagaimana dimalksud patcla

ayat (2) huraf b, dapat dikeahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembavaran dan permohonan keberatan oleh wajily retreibusi.

Pasal 17

Piwtang retribusi vang tidak mungkin ditagib lagi karena hak untuk mclikakan

“penagihan kedaluwarsa dapar dihapuskan.

Keputusan penghapusan piutang retribusi vang kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada.ayar (1) ditetapkan oleh Bupati.

Tata cara pengbapusan piutang retribusi vang kedalowarsa diaur deagan
Peraturan Bupati,

BAB NIV
CMASA RLTTRIBUSI

Pasal 18

Masa Retrtbusi Tempat Retribust adalalhy 1 (sarg) kali dalam waktu erteniu

mc;ru]apu.t ddn/atau menikmati pelavanan tempar rekreeast dan olah raga.




(M

2
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BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

Pejabat Pegawai Neperi Sipil tertentue i lingkungan Pemerintaly Daerah diberd

wewenang khusus sebagai penvidik - untak melakukan poenvidhkan dndak
o o i A .

pidana dibidang retribusi dacrah sehagaimana dimaksud  dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidang.

Wewenang penyidik sehapaimana dimaksud pada avat (1) meliputi :

4. menerima, mencari, mengumpulkan dan mencliii keterangan  atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi dacrah agac
keterangan atau laporan tersebur menjadi lengkap dan jelas;

b, meneliti, ‘mencari dan mengumpulkan  keterangan  mengenai oriny
pribadi atau badan tentang  kebenaran perbuntan vang  dilakakan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi dacrah;

¢.  meminta keterangan dan bahan hukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tndak pidana di bidang retribust daerab;

d.  memesiksa buku-bukuy, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap ba rang bukti tersebut;

¢. melakukan penggeledaban untuk mendapatkan h:lmng buk pembukuan,
pencatatan dan  dokumen-dokumen lain  serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut;

£ meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan wgas penvidikan
tindak pidana di bidang rettibusi dacrah;

ol
£ o1

menvuruh bherhenti dan/aaa n‘l‘c]m::m;g sescorang meninggalkan ruangin

aaw tempat pada saat pemeriksaan sedang l)crlnngsung'Llan memeriksa

identitas orang dan/auau dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud

pada huruf ¢;

h.  memotret seseorang yang - berkaitan dengan tindak  pidana dibidang
retribusi dacrah; )

L memanggil orang untuk didengar keterangannyva dan diperiksy sehagai
tersangka atau saksi;

J. - menghentikan penvidikan; dan

ko melakukan tndakan lain vang perlu untak kelinearan penyidikaon rindak

p‘,i‘('lm-m dibidang  retribusi  dacrah menurat - hukum yang dapa

dipertanggungjawablkan,

Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan: hasil ﬁc.n'\'idikn.nnyn kepada penuntar amum
melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesin seswn dengan ketentuan
yang diatur dalam Uindang-Undang Flukum Ncara Pidana vang berlaku,

BADB NV

NTUAN PIDANA

Pasal 2()
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugtkan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling luna 3 (tign) bulan atau

pidana denda paling banvak 3 (tiga) kalt jumlah cerribusi terutang vang tidak
atau kurang dibayar.




; y
. L
2) lindak pidana sebhagaimana dumaksud pada avar (1) merupakan pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada avar (1) merupakan penerimaan negara,
BAB XVI
K NETENTUAN PENUTUD
% * ' - Pasal 21
L 4 .
Pada saat Reraturan Dacraly inr mular” berlaka, Peraturin Daerah Tingkar 1
Bangli Nomor 03 Tahun 1999 tentang Reteibust Tempar Rekreast dan Olabraga
(Lembaran Dacrah Tingkat T1 Bangli Nomor 8 Tahun 1999 Sen B Nomor 1)
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.
Pasal 22
Peraturan Dacrah intmular bheelaku pada mnggal diundanglkan.
Agar setap orang  mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah int dengan pencmpatannya dalam Lembaran Dacraly Kabupaten Bangli,
-
* fetapkan di Bangh
SN U
. ag™ Rngeal 12 Oktober 2010
ES
Diundangkan di Bangli
‘pada tangeal 12 Oktober 2010
/&y
NGB AERAH KABUPATEN BANGLLI TATIUN 2010 NOMOR 7
*-
S
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ENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAF KABUPATIEN BANGL
NOMOR T TAHUN 2010
ENTANG |
RlEl"‘["RIBUSI 'J’!{it\lil’;;\'l" R.IE[\’?,’RJ};»\S;[. DAN OLATT RAGA
UMM | |

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahan 200 | tentang . Pemerintahan Dacrah
sehagaimana telah diubih beberapa kali, teralkhir dengan Undang, Undang Nomor 12
Tahun 2008 temtang Perabahan Kedua Atas Cndang Unding Nomor 32 Tahun 2001
tentang Pemerintahan Dacreah,  Pemeriniah Dacrah Nabupaien Bangli mengiumbil
langkah langkah mengealt  sumber sumber pendapatan asli dacrealh vang menjadi
wewenang Pemerintah Daceah,

Dengan adanya kecendrungan masvarakat untuk menikin | ketdahan abanm aiau tempat
tempat rekreasi dan olah raga maka Pemerintalh Dacrah perlu memberikan DAN

menmgkarkan pelavanannyva Gasa). Aras Jasas vang diberikan tersebur dan uniuk lebih
menmgkatkan pelavanan naka porluadanva pungutan dalum bhewmtah reteibust. Pernturan
Dacrah Kabupaten Daerah Tingkar 1 Bangli Nomaor 03 Talwn 1999 vithg mengatur
tentang Retrilusi Tempat Rekeeasi dan Olah Raga i Nabupaten Bangl sudih tidak sesua
lagt dengan perkembangan keadaan schingga pertu ditinjau kembali, Schubungan dengan
hal-hal tersebut maka perlu’ membentuk Peraturan Dacrah tentang Retribusi Tempar
Rekreasi dan Olah Raga.

PASAL DN PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas,

Pasal 3

Cukup jelas,

Pusal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cu,

up jelas.

Pasal /

Cukup jelas,




Pasul B
Cukup jelas.
Pasal

Cukup jelas.

Pusal 10
Cukup jelas.

Pasal il

Cukup jelas,

Pasal 12

Cukup-jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas,

Pasal 15

(Iukgp jelas.

Pasal [0

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal |8
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jchas,

N
Pasal 20

Cubupgelas.

Pasal 21

Cukup jelas,

Pasal 22

Cukup jelas.
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